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PALA PENGADILAN NMEGERT BANTLL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tenrang Perubahan Atas Undang-Undang Nemor 31 Tehun
1929 tentong Pemberontason Tindak Fidana Korupsi, Pogawai
Megeri Sipil (PNS] dan Penvelenpgara Negara wajib melaporkan
peperimanty grodifiliasi;

Bohwa unmlk menciptakon suasana kerja yang bersih dar
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dipandeng perlu
ditetapkan pedoman Pengendalian Grarifikasi pada Pemgadilan
Mepgeri Bantul;

Bohwa adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pongendalian
Gratiikes pada Mehkamah Apung dan Badan Peradilan di
bawahrya vang ditelaplian oleh Badan Pengawasan Mahlkcamah
Avunp Rl makas pelunguk tekins Penpgendalian Gratifikasi pada
Penpadilan Negen Bantul untuk disesuaikan;

Undang-Undang Nemor 14 Tahun 1985 Tentang Mahlkcamah
Arung RI sebapaimama telah dinbah dengan Undang-Undang
Momor > Tabun 2004 dan diubai lagi denegan Undang-TUndang
Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undeng nomor 2 Tabuon 1986 tenlang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Republik Indomesia Memor 28 lshon 1999
tentunp Penyelenpparasn Negara yang Beraih dari Kolusi dan
Nepolisme;

Undang-Undang Eepublik [Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j0
Undunpg-Undang Republik Indonesis Nomuor 20 Tahon 2021
tentang Pemberantasan Tindak Pidene Korupsi;

Peraturan Pemeriniah Momoaor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelokspnaen Peran  Serla Masvorelkat  don Pemberion
Fenpghargaon dalam Pencegahan dan Pemberantosan Tindak
Piduna Korupai;

Peraturan FPresiden Nomor 54 Tabhun 2018 tentang Strategi
Fasional Mencegahan dan Pencegahan Komapai;

Peramiran Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pogawal Megeri Sipil;



Menetaplan

KESATU

KEDTUTA

KETIGA

KEEEMPAT

o Peraturan Mahkamah Apunpg Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pocdoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di
Mohkamoh Agung dan Badan Peradilan yvang Berada di
Bawahniva;

93, Kepumsan Bersama Kctua Mahkamab Agung HI dan Ketuas
Komisi  Yudigial Rl Nomer 047 /KMA/SKE[ V] 2006-
02/8KE/P.EY/IV/200%cntang Kode Efik Pedoman Penlalou
Halkim;

10, Keputusan ketua Mahkamah Apung k1 Nomor
122 KMASSE V2013 tentang Kode Etik dan Pedorman
Perilaku Panitera dan Jum Sita;

11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 0O08-
ASSEK/SESI2012  endang Aturan Perilakun Pegawai
Mahlmmah Agung Bepubhk Indonesia;

12, Kepulusan Ketua Mahlkamah Apung Kl Mormnor
119/ KMA/SK, VI 2012 tentang Pembentukan Unit Pengendali
Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnva,

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Horupei Hepublik Indonesia
Momor 2 Tahun 2119 tentang Pelaporan Gratifikas:.

14, Keputusan Kepala Hadan Penpawesen Mahkamah Apung
Republik Indonesia Nomor 29BP/SK.PW1 V2025 lentang
Petunjule Teknis Pelakssnasn Penpendalian Grarifikasi Pada
WMahlkamah Agung Dan Hadan Peradilan di bavahtya

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTLIL TENTAMNG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTL L

Menerapkan pemunjuk telkmis polaksanaan pengendalisn pratifiloas
pada Pengadilan Negeri Bantul scsual dcongan Lampiran surat
keputisan ini;

Petunjuk relnis ini mernpakan acuan bagi Hakim dan Aparatar pada
Pengadilan Negenn Bantul untuk memahami dan mengendalian
gratifilkasi secara cepat, tepat, dan sesual deogan ketentuan vang
berlok;

FPelanggaran terhadap ketentuan petunjulk ini akan dikkenakan sanksi
sesual peraturan perundang-undangan vang berlako;

: Keputusan ini berlaku sejak tangeal ditetaplkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kckelimaan, akan dilakuan
perbaikon sebagaimana mestinya.

Ditetapkan i Bantal
Pada tanggal 15.Tuli 2025

PRENGADILAN NEGERI BANTUL,
4
%
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KEPUTUSAN KETUA PENGATILAN NEGER]D BANTUL
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PETUNJUE TEENRIS PFELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKARI
PADA PENGADILAN NEGERT BANTUL

BAE 1

A. Peadahuluan

Dalam rongka meningkatkan pencegahan terjadinyva tindak pidana komapsi,
kolusi, dan nepotisme di linglmngan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya dan mewujudlan good governanoee amanah. transparan  dan
akuntabel, maka Hetua Mahliamah Agung Eepublik Indoncsia  telah
menpgeluarkan Keputnsan Nornor 119 /EMASK/VID 2019 tentang Pembentukan
Unit Pengrendali Gratifilasi pada Mahkamah Apunge dan Badan Peradilan i
Bawahiiywa

Mahkameh Agung Rl menvadan penunonya pelaksanean sikap vang tesas
terhadap petnanganan gracifikes vang melibatloan Aparat Mahlcamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya, meslapun delam pelabsanpnan kegaton, gratihkos
merupekan hai vang sulit dihindari oleh Aparat Mahkamah Agung,

Hal ini penting untulk dibudayakan sebagad suatn proeses bagl Hakim dan
Aparatir di Lingkunpgan Mahlkamabh Acsung dan Badean Peradilan vang ada i
bawahnya.

Menmngat hal lersebut di atas dan denpen memperhoatikan  perlembangan
modus pratifikas yvang terjadi sasl ind, dipgndang perlu untok menpetor hal-hol
yang lebnh mna terket penanpanen grabbbes: den teds cara alan mekonisme
pelaporannys o lingkungesn Mahbkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawshnysa dalem bentuk Petunjuk Teknis Pelaksanoan Pengendalion Gratifilasi
pada Mahkamah Apung dan Badan Peradilan di Bawahnyve vang sesual dengan
ketentuan  peraturan perundang-undasngan den selaras  densan Pedomesn
Perilelu (Code of Conduct) serla mla-tulad yang betlaku di lingluhpgan
Muhkameh Agung RIL

. Tajunan

1} Scbagai pedoman bagi Halim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Apung
dan Badan Peradilan yang ada di bewshnys untubke memehami, mencegah,
dan mcnangani gratifikasi.

2 Membenkan arsh doan acusn bapi Halom dan Aparstur di Limghuanpsn
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bewshnya mengena
penbtingmya kepatuhan melaporkan granfkas: untuk perbndungsan dinnya
manpun keluarganya dari tindak pidana terkail gratihkasi,

3l Membaneun intesritas Iakim dan Aparelur vesyy bersilhh dan bebas dad
korapsi, kolust dan nepotistne.

4 Membentuk linglungan orgonisosd vang sadoar dan terkendali  dalom
pepanganan  praktik gracfkesi  dengan prinsip keterbuloaoan dan
almntahbilitas dalam pelaksanaan mgas,



.

Ruang Lingkuap

Fuang hnglkup petunjulk tebmia pelaksanaan im adelah mengena hal-hal yang
terkait denpan pengendalian gratifikasi yang meliputi klasifikasi gratifikasi,
gratifikasi bagi hakim, pclaporan gratifikas), mekaniame pelaporan pratifibas,
tindalk lanjut grarifikasi dan penanganan setelsh penetspan status barang
gracifikasi.

Fengertian

1. Aparatur Pengadilan adalah Aparatowr Sipil Negara [(ASN] dan Pegawai
Pemerintah Non ASN vang bekerja di hnglungan Mahkamah Apung dan
EBadan Peradilan yang berada di bawahnya;

2. Berlaku wmnum adalah kondisi pemberian vang diberlakukan sama untuk
semua dalam hal jenis, bentuk, persvaratan atau nilai, scsual dengan
standor biave voang berlado, den memenuhi kewojoron atau kepataian;

3. Gratifileasi adalah pemberian dalam arti luas, yaita meliput pemberian uang,
barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pcrjalanan,
[esilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cnma- cama, dan
fasilitas lainnva, baik vang diterimna di dalam negeri maupun di laar ncgeri
dan vang dilakukan dengan mengmanalean sarana clekrronik araun tanps
sarana elelktronik;

4. Haldm adalah Hakim Agung dan Haldim pada Mahkamah Agung dan Halam
pada Badun Peradilan yvang berada di bawahnya dalam linglingan peracdilan
umurn, lnglkungan  peradilan  agama, lingllungan  peradilan militer,
lingkunpan peradilan tata usaha negara termasuk Hakim Ad foc dan Hadin
Pengadilon Pajok;

2. EKeluarga adalah aorang, bailk suami atan istri dan anal-anak Ianpiir orang
vunp mernilild hubungan kekerabalan sedaroh meonpun semenda dengan
Hakim manpun Aparatur Pengadilan sampai dengan derajat ketiga;

6. HKomisi Pemberantasan Horupsi yang unmk selanjutnva disingkat KPK
adalaly [embaga negara vang melaksanalkan fugas  peneegahan dan
pemberanlasan nndak pideama korupsi;

Y. Pelapor udelab halam dan sparatur penpadilan yang menyampailean laporan
atas penolakan, penenmaan dan/atau pembenan pratiikas,

H. Fihalk Elksternal merupaksn perseorangan aleun baden hulom di luar

fahkamah Agung Republik Indonesis yang berinteralsi dan bekerja saornsa,
termasuk namun bdak terbatas pada pihak beperkara dan penvedia jasa
Hlau barang;

9. UPG adalsh Unit Penpendalian Gratibhkes: vang ditunguk melaluloean
pengelolaan pengendashan gralifkas pada Mahkemeh Agung dan Badan
Peradilan vang berada di bawahnya.



BAB II
GRATIFIKASI

A. Klasifikasi Gratiflkasi

Gratifileasi wang wajily dilaporkan

Gratifikasi kepada Hakim atau Aparatur Pengadilan jika berhubungan

dengan jabatan dan/atan berlawanan dengan kewajibhan atzu tugas pada

prinsipnya wajit ditolak dan penolakan wajib dilaporkan.

Apabila situasi tidak memunglkinkan untuk ditolak, maka penerimaan

eratifikasi wajib dilaporkan. Simasi yang tidak memungikinkan scperti tidak

diterifna secara langsuhg, pemberi gratifilcasi tidals diketahui, penerima ragu

denpan kualiikesi gralifikesi yang diterima dan adanva kondisi tertontu

seperll mengakibatkan ruseknva hubungan institusi, membahayalcan dir

sendiri dan/fatau karir penerima atau ada ancaroan lain,

Berilmar bebetapa contoh gratifikasi yang wajib dilaporkan, antara lain:

) Pemberian nwang oleh pihak beperkara schagai ucapan terima kasih
dengan peloksanann mgos dan fungsi Hokim atan Aparatur Pengadilan;

" Pemberian fasilitas dan akomodasi vang diterima oleh Haldm atau
Aparamr Penpadilan wvang tidak sesuai denpan standar biaya vang
Berlakoa Litrem:

Semua kelen luan mengenad Gratfikasz vang wajil dilaporkan berlakn sccara

mulotis mulandis Lerhadap keluargs Halam atau Aparanir Pengadilat.

Gratifikues yvang Gdek weagiby dilaporken

Benluk penenmann gralifikes yung Gdak wajib dilaporkan melipati:

a. pembernan dalem keluarps wailu kekelnenck, Dapalsfibu fmerina,
muarnl s, anekmenanie, anak angkal fwali vaag sal, cocu, besar,
paman/bibi, kakak fadik fipar, sepupu dan keponekan, sepanjang tidak
lerdapat konfik kepenlingan;

b, kcuntungan atau bungs dan penempatan  dana, investasl, olau
kepemilikan aaham pribadi yang berlaky umom;

¢, manfaat dar koperasi, orgamisast kopogawsian atau orpemisasi yeng
arjrmis berdasarkan keeanggotasn, yvang berlalon umum;

d, perangkat atau perlengkapan vang dibenikan kepada pesenta dalam
kegatan kedinasan sepert seminar, workshop, konferensi, pelabhon,
atau kegatan sejenis, yang berlalou umum;

#. hudinh ntdak delsm bentule veng atoo alal (oker lainoya, vang
dimaksudkan schagai alat promosi atau sosialisesi yang menggunakan
logo atau peran soataligasl, sepanjang tidak memilila leomflik kepentinpan
dan berlaku urmnum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dan lecjuaraan, perlombaan atau

kompetisi vang diikuti dengan biaya sendini dan tidak terkait denpan

kedinasan;

penghargasn baik berupa uang atau harang yang ada kaitannya denpesn

peningkalan presiasi kerja yang diberilion oleh pemerintab sesuod dengan

peraturan perundang-undangan vang berlaku:

h, hodiah langsung uodion, diskoo /roabal, voucher, point rewards, ataua
guvenir varg berlaku umim dat tidal: cerloait kedinasan;

1. kompensasi atau honor acas profest di luar kegiatan kedinasan vang tidak
rerliadt dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidalc terdapat konflils
kepentingan dan Udak melanpgar peraturean/kode etik pepawad/ pejabar
yang bersanglutan,

B
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hompenses vang diterima terkail keginton kedinasan seperti honorarinm,
transporiasi, akomodasi dan pemmbiayaan vang telah ditetaplkan dalam
stendar biave veng berlaku domnetans: penerime grotibiliasi sepanjang
tidalkk terdapat permbiayaan gatda, tidak terdapat konflik bemturan
kepenlingan, dan tdok melongegar ketenoan yong berlodu di instonsi
DETEr e

korangan bunga sebapal ucapsn vanp diberikan daloam acara seperd
prrtunangsn, pernikahan, kelshiran, kematian, alakah, baplis, kntanan,
potong mm, ateu upescara adat/appma leinnys, pisah sambut, pensiun,
dan promaoai jabatan;

pemberian terkait dengan pertunangan, permmikahan, kelshiran, alakah,
baptia, khitanan, potomp mm, atau upscers adst/spame lainnyva dengan
brlagan nilai sebesar Rp 1 000,000,040 (salu juls rupiah) selisp pemben:

. pernberien terlooil dengan musbah ateo bencana vang dialami oleh die

pernierima graliikasi, susmi, i, anak, bapek, ibu, merioa, danfslan
menantu penernima gratifikasl scpanjang tidak  terdapat  bomiflik
kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

. pemberian scsama rckan keorja dalam rangka pisah sambut, penaiun,

muTasi jabatan, atan ulang tahin yangriﬂ:ak fdalam hentulk uang atau alar
tukar lainnya paling banyak scnilai Rp300.000,00 (Hga ratus ribu rupiah]
sotiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidsk melehihi
Ep 1,004, GO0 {(sat juta mupiah) dalam 1 (satu) tahun dan pemben yang
sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;

pomberian scsama rekan kerja vang tidak dalam bentulk uang atau alat
tukear |lmannya, dan tidale terkait kedinasan paling banyak senils
Rp200. 000,00 {dua ratus ribn mpiah) sctiap pemberian per orang, dengan
total pemberian tidalk melebihi EpL, O00,000,(H) (satn juta rupiah] dalam
1 [zarua] tahun dari pemberi vang sama;

pernberion berupa hidangan aten segion vong berlaku tanm; dan
pemberian cendera mata,/ plalat kepada instansi dalam rangka hubungan
kedinasan dan kenegorann, bails di dalam negeri maupun luar negeri
separjang tidak diberikan untuk individn pegawal negem atau
ponvelenggara Negara,

Pengecualian pelaporan gratifikasi pada point 2 [dua) diatas tidak berlaku
dalam hal gratifikasi tersebur dilarang menumt peraturan vang berlaku di
Mahkamaoh Agung dan Badan Peradilon vong berada di bawahnra,

B. Gratifikas! bagli Hakim

Seloin pratifikasi vary datar secoars umum sehagairnana dirnual di atas, kKhusus

untuk Hakim juga berlaku Reputusan Bersama Ketua Mahloamah Apgung

Eepublik Indonesia dan Ketua Eomiszi Yudisial Eepublik Indoncasia Nomor

047 FEMA SSKE TV /200002 /BB /P EY TV 2000 tentang Kode Etik don

Pedoman Perilaku Hakim:

1] Hakim fidak beleh meneritna dan haomas mencegah suami atau isoei, orang
tua, anak atau anggota keluarga lainhva, untuk menerima janji, hadiah.
hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atan fagilitas dari:

al
by
)
dj

Acokoat;
Penuantat;

Orang yang sedang diadili;
Pihak lam yang kemunglonan kuat akan diadil;



2)

3)

3

el Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat
akan diadili oleh Helom yang bersanglkutan vang secara wagar
{reasonabls| patul dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk
memengarithi Halam dalam menjalankan tugas peradilonnya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjan dari
segala keadaan (cdreumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan
nntk memenpgarihi Hakim dalam pelalsanaan tugas- tugas peradilan, vaitu
pemberian yang berasal duarn ssudara atau teman dalam kescmpatan tertenma
seperti perkawitian, ulang tahun, har besar keagamaan, upacara adat,
perpisabian alau peringalan lamnyd sesudl adat istiadat yvang berlal, vang
fileinya Udak melebihn RpS00.000,00 {ima ratus ribu rupiah). Pemberian
tersebul lermasuk dalam pengertian hadiah sebagaimann dimaksud dengan
gratifikas yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupai,

Hakim dilarang menyurah/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihalk lain
yang di bawah pengaruh, petunuk arau kewenangan hakim  yang
hersangkutan unfuk meminta atan menerima  hadiah, hibah, warisan.
pemberian, pinjaman atau bantuan apapun schubungan dengan scgala hal
yvang dilakukan atau akan dilalukan aran tidak dilakukan oleh hakim yang
bersanghkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinyva dari:

a) Adwvolat;

b} Penuntat:

) Urang vang sedang diadili oleh halkim tersebut;

d) pihak lain yang kemunegkinan kmat akan diadili oleh hakim tersebut;

g} pihak yvang memilild kepentingan baik langsung maupun tidalk Iangsung
terhadap suatu perkara yang sedang diadili atan kemungkinan kuat
altan diadili oleh hakim yang bersanglmton, vang secara wajot patut
diduga bertujuan untuk memenganihi hakim dalam menjalankan tugas
peradilannya.

Terima Imbalan dan Pengeluaran ! Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan fatan kompensasi biayva untuk kegiatan
ekstra yudisial dari pthak yang Gdaek mempunyval konlik kepenbngan.
gsepanjang imbalan danfatan kompensasi tersebut tidak memengatnilu
pelaksanann tugas-tugas yudisial dar halim vang bersanpkuoian.

Pencaratan dan Pelaporan Hadial
Hokim wajibh melaporlian penerimann grolblkos: kepadoa UPG danfalen
Kormisl Pemberantasan Kormpsi (KPE).




BAR II1
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pembentukan dan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi [UPG)

1.

Dradarn pelalsanasn pengendalian gratifikasi di Mahlcamah Agung dan Badan
Peradilat di bawahnya, dibentuk UPG yvang terdin dari:

a. PG Pusal

. UPE Satuan Kena

UPG Pusat dilaksanakan olch Badan Penpawasan Mahkamah Agung RI
aehagaimana telah ditcrapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Apune R
Nemor 119/KMASSK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Penpendali
Uraphlam pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yvang Berada 4i
Bawahnya;

UP(G Satuan Kerja terdini atas 3 (tiga) tingkatan schagai berikur:

a. UPG Pmgkat | berkedudukan pada Mahkamah Agung unit organisasi
eselon [

b, UPG Tingkat |l berkedudukan di pengadilan tingliat banding selalou
kawal depan (moorpost] dari Mahkamah Asung RI:

¢, UPG Tinglkat 1T herkedudukon di pengadilan tingkat pertaana.

UPG Tingkar I paling sedikit memiliki personil vang terdiri dari:

a1 [satu} orang wakil ketua pengadilan tinglkat pertama atan dalam hal
tordapat kekosongan pejabat maka dapat diisi oleh hakim atan panitera
atau sckretaris sebagai Kemua TUPG,

b, 1isam) orang hakim, 1 {satu) orang panitera muda, 1 [satn) orang pejabat
pengawas/eselon IV, 2 [dua) orang lamnya dapat disi oleh panitera
pengganti, pejabatl agsional, jurusita, maspun pelalksana sebago
adLEEola.,

B. Tugas dan Tanggungjawab Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

1.

UPG Tinglat I memnilils tugas vang terdin deari:

A Menerima, menganalisis, dan mengadministrasilian laporan penerimann
gratifikasi dari hakim dan aparatur pengzadilan;

b, Menerima dan mengadminisirasilean laporan penolakan gratifikasi, dalam
hal halim dan aparatur pengadilan melaporkan penclakan gratfikas:;

¢, Melakuken pendampinpsn kepads pelapor untuk melakukan pelaporan
mandinl melalw aphikas GOL KPE;

d. Melakukan sosislisas aturan grabfikasa kepada pihak intornal dan
ekslermal;

e. Melakukan pemantausn dan evaluasl penerapan pengendalian gratifikasi
di satuan kerja:

f. Menyampaikan laporan pelaksanaon pengendolion gratifileasi di satuon
kerja secara periodik kepada UPG Tinglear I1.

C. Pemantauan dan Evaluazi Pengendalian Gratifikasi

1.

Pemantanan aras pengendalian gratifilasi dilakukan untulk memastikan
keacsualan polaksanaan pongendalian grarifikasi;
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Evaluasi atas pengendalian gratfikes dilalakan uotulks:

a., mengidentifikasi  permasalabhan yang  dihadapi olch LUPG dalam
polaksanaan pengendelian pratfkes;

b, memastikan penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja berjalan
efcktif,

. memetakan proses bisnis, lavanosn, danfatan jabatan yang rontan
pemberian gratifilasi.

3. Pemantauan dan cvaluasi pengendalisn pratifikasi dilaksanalan olch
mazing-masing UPG di satuan keganya. Khusus URG Tinglkkar 11 raang
linglnup pemantanan dan cvaluas juga termasuak UPG Tingkat 11 yang berada
wilagrah hulmamnya;

4, Pemantauan dan cvaluas penpgendalian gratifikasi dilalksanzakan paling
gedildr 2 (dua| kali dalam 1 (satu] tahun.

. Pelaporan Pelaksanaan Pengendaliann Gratifikasi

L. Laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi terdin atas:
g. Laporan Semestcr [ dongan periode laporan mulm langsal 1 Januard
sarmpad dengan 30 Juni tahun berjalan; dan
k. Laporan tahunan dengan periode laporan mules tanggal 1 Januwari
sampad dengan 31 Desember tahun berjalan.

2. Laporan pelalsanaan pengendaban grafhkas minirnal memuat informasi:

4. Ringkasan penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;

b, Strulktur unil pengendalian gracifilcosi;

o.  Kekapitalasi penerimaan atau penolakan gratifikasi di saluan kera
herdasarkan jubatan, jerds, perlkiraon nilai, dan pemberi gratibleas;
Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerjs;

¢. Hawl pemantanan dan evaluosi pengendalian gratifilkas: di saluan kefja
memual  informasi kendala, efekrivitas penpendalian, serts hosl
peraelaan layvanan dan jabatan rentan gratifikas.

3, Penyusunan lapuran pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilaksanalian
oleh:
a. UPG Tingkat 11T menyusun laporan lingkup pengadilan tingkat pertama
yang disampaikan kepada ketua/kepala pengadilan tingkat pertama dan
L PCE Tingkeat I1.

4, Balas wekio penyvampaian laporan diatur dengan ketentuan:

a. Penyampaian laporan oleh UPG Tingkat I kepada UPG Tmgkat [1
dilakranakan paling lambar tanggal 5 juli untuk laporan semester | dan 5
Januarn untuk laporan tehunen, apabila hari tersebut hertepatan pada
hari libur maks dihitung pada hari ketja berikutnya.

5. Mekaniame pelaporan kepada UPG Pusat dilaksanakan secara elekironk
meladui email upg bowosdmahkomahagongeoad dengan subjek “Laporan
Pelaksanaan Pengendalian  Gratifikasi Semester/Tahunan 20000 <nama
satuan kerja=".



BAR IV
PELAPORAN, MEKANISME, DAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN GRATIFIKASI

A, Pelaporan Gratifilmsi

1.

Laporan Gratifikari Setiap Pelapor gratifilkasi wajib menvampaikan dalam hal:

a
k1)

Telah menalak suatu pemberian gratifikasi;
Telsh menerima gratifikasi.

Laporen gratifikas sckurang-kurangnya memuat:

)
h
)
sl
e

f)
l

aj
bj

&

idemtitas pelapor, terdin dari nama, NIK, dan alamat lengkap, jabatan, unit
kcrja. alamat cmail dan/atau nomeor telepon;

hentuk dan jenis praktik gratifikasi vang telah dilaloulkan, yaitu penolakan,
pencrimaan, pemberian dan,/atan pemberian atas permintaan;

spesifikasi wujud dari tenda gratifikasi, contohnyva uang, tiket perjalanan,
dan sebagainya;

wakiu dan fatau rentang waktu dan lokasi dilalmloannya pradrils gratifilasi:
nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi;

nilai/ perkiraan nilai materi dari henda gratifileasi: dan

dokumen kelengkapan penduluang lainnyea,

. Media Pelaporan Gratifikasi Pelaporan sratfikasi dapat disampedkan melalui:

Aplikasi Gratfikasi Online (GOL) KPK:

Komisi Pemberantasan Korupsi melalul formulic pelaporan gratifkasi vang
dapat diunduh pada tantan beribouat httpes: /bl v fmard laporararifilkos:;
PG Pusat jika pratifikasi diterima oleh hakim doan aparatur di ingkungan
eselon [ Mabkameh Apung.

B. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Melkanisme Pelaporan Gratiikas Melalul Aplikasi Gratifikasi Cnline [GOL}

KPE

Polapor secara mandin dapat melaporkan penerimasn grabhkas melalud

aplikasi  Gratfikasi  Online (0L dengan mengakses  tautan

https: ) fgol kpk_goad atau dengan mengundub aplibeasi GOL melalu Croogle

Flay Store untuk ponsel berbasis Android atau melalui App store untuk

ponsel berbasis 105,

Mekaniame laporan langsung ke KPH

Prelapor dapat menyampaikan laporan peristiwa gratiibeas: langsung lee KPK

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han kerja scjak terjadinya penstiwa

gratifikas, dengan tembusan disampaikan kepada PG, Pelapor yang telah

menyvampaikan laporan gratifikasi scsuai ketentuan berdasarkan petunjuk

pelaksanaan ini  tidale dikenakan ancaman tindale pidana  korupsi

schagaimana telah diabur dalam Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 Tahun

19949 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Komupsi achagaimana telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001,

Mekanisme Pelaporon Grabhkas meladon UPG Pused

) Penerima gratifikasi delamn ingkoungan eselon I Mahkamah Agang dapat
menyvampailian laporan gratifikasi melaloi TPG Pusat dalam jangka
walitn paling lama 10 {sepulub) hari kerja sejak tanggal gratifikasi
diferimza;




b} Dalam hal laporan gratifikasi disampaikan melalui UPG Pusat, di hari
yang sama  wajib mencruskan laporan  tersebut melalui aplikasi
Gratifikasi Online (GOL);

¢} Pelapor wajibh memenuhi permintaan kiarifikasi KPK jiks memut
pettimbangun  diperlukan  informasi lebih lanjut  terkait  peristiva
gratifikasi vang lelah dilaporican;

d] UPG Pusal meneruskan surat keputusan KPK mengensi kepemilikan
uang dan/atau barang gratifikasi dan pelapor diwajibkan patuh terhadap
kepulusan lersebut,

C. Tindak Lanjot Gratifikes] Berdagarkan Bentuk dan Jenis Gratifilmsi

L. Gratilikasi yang diterima wajib disimpan oleh pelapor gratifikasi atan
dizsimpan oleh UPG Pusat sampal ditetapkannya  stalus  kepemilikan
gralilikasi tersebut alch KPKE,

2. Apabila pratifikasi yang diterima dalam benluk makanan/minuman yang
sifatnya mudah rusak maka gratifikasi tersebut dapeal diserahkan ke lembaga
susinl alau pihak yvang lebih membutuhkan sesuai ketentuan yang herlaku,

D. Penanganan Setelah Keluarnya Penetapan Status Gratifikasi dari KPK

L. Penetapan Gratifikasi Menjadi Mihk Negara
al Pelapor wajib menyeralikan gratilikasi kepada KPK selelsh penctapan
gratfikast menjadi milik negara sesual dengan ketentuan yang berlako;
L) Apabila gratifikas) terschur berupa uang, maka pelapor menyelor sequs
mekanisme yvang ditetapkan oleh KPK dan bukt setor diserahkan kepada
KPR,
2. Penctapan Gratifikasi untuk dikelola oleh Instansi
a] Setelah menerima surat pemberitahuan atas slatus gratifikasi yang
dikelola instansi dari KPK, pelapor gralifikasi wajib menyerahkan objek
gratifikkasi leepada UPG;
bl Pemanfaatan gratifikasi vang dikelola oleh inslansi ditetapkan oleh UPG;
¢ UPG  menerima |benda pgrabghkesa lengkap dengan dokumen
pendukungnya, dan atas penyerahen tersebul pelapor  pratifikasi
diberikan tanda terima oleh UPG;
d}f UPx mencarat  penerimaan  bends  gratifikasi  dan dokumen
poendukungnya vang menjadi milils instansi.
J. Peruntukan benda Gratfikesi Memjadi Milik Penerima Untuk pelaporan
meclalui UPG Pusat, sural kepulusen  penctapan  status  gratifikasi
disampaikan kepada pelapor prabbka=.



BAB V
HAK DAN PERLINDUNGAN

Hak

Pelapor pratifikasi vany telah beribikad baik berhalk untul:

1. Memperoleh pergelasan dar UPG mengenat hak dan kewayiban pelapor dalam
pelaporan gralibkas:;

2. Memperoleh mmformast perkembanpoen laporan grabblkas:; dan

2. Memperoleh perlindungan dan UPG.

Perlindungan

1. UPG harus memberikan perlindunpan hukoum kepada pelapor gratifibeas;

2, Perlindungan scbagaimana dimaksud pada angks (1] berupa menjags
kerahasiaan identitas polapor gratihkas: dan memastiksn tidak terdapat
intmidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap din pelapor
gratifikcasi;

3. Identitas pelapor gratifikasi hanva dapat diungkap untuk keperluan proscs
penegakan  hulkum  sResuar dengan ketentuan perundang-  undangan,
terkecuali dalam hal ditujukan untuk mendorong budaya snt pratifikas:,
LIPC Pusat dapat memubhlkasikannya;

4. Pclapor gratifikasi yvang menghadapi ancaman/ potenst ancaman yang bersifat
fisik ataupun psikis, termasuk terhadap karir pelapor dapat mengajulan
permintaan perlindungan kepada Badan Pengawasan dan fatau KPK.




